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Tabel 1 Property right masyarakat Sumber Agung

Hak 
Pengelolaan 

Hutan Lindung 
(sebelum tahun 
1993 

Tahura WAR 
(1993) 

HKm (1999–
2001) 

Pencabutan 
HKm (2001) 

Perda Kolaborasi 
(2012) 

Akses Dapat 
mengakses 
kawasan 

Dapat 
mengakses 
kawasan dengan 
izin 

Dapat mengakses 
kawasan 

Dapat 
mengakses 
kawasan 

Dapat mengakses 
kawasan 

Pemanfaatan Memanfaatkan 
hasil hutan 

Tidak dapat 
memanfaatkan 
hasil hutan 

Memanfaatkan 
hasil hutan non 
kayu dan 
memanfaatkan 
lahan 

Memanfaatkan 
hasil hutan non 
kayu dan 
memanfaatkan 
lahan 

Memanfaatkan hasil 
hutan non kayu dan 
memanfaatkan 
lahan 

Manajemen Pemerintah Pemerintah Pemerintah dan 
GKPPH Sumber 
Agung 

Pemerintah dan 
GKPPH 
Sumber Agung 

Pemerintah dan 
GKPPH Sumber 
Agung 

Ekslusi Pemerintah Pemerintah Pemerintah dan 
GKPPH Sumber 
Agung 

Pemerintah dan 
GKPPH 
Sumber Agung 

Pemerintah dan 
GKPPH Sumber 
Agung 

Pengalihan Ada pengalihan 
lahan 

Ada pengalihan 
lahan 

Ada pengalihan 
lahan 

Ada pengalihan 
lahan 

Ada pengalihan 
lahan 
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Tabel 2 Property right dan status kepemilikan lahan masyarakat Sumber Agung terhadap kawasan hutan 

secara de jure dan de facto

Hak 

Periode  

Hutan Lindung 
(sebelum tahun 1993) 

Tahura (1993-
sekarang) HKm (1998-2001)  Pencabutan HKm 

(2001)  
Perda Kolaboratif  

(2012)  

 de jure  de facto de jure de facto de jure  de facto  de jure  de facto  de jure  de facto  

Akses v v v v v v  v  v  v  v  

Pemanfaatan v v - v v v  -  v  v  v  

Pengelolaan - v - v v v  -  v  v  v  

Ekslusi - v 
- v v v  -  v  v  v  

Pengalihan - v 
-  v -  v  

-  v  -   v  

Status 
kepemilikan SD 

Pemanfaat pemilik pengunjung pemilik 
Pengelola 
tetap  

pemilik  pengunjung  pemilik  
Pengelola 
tetap  

pemilik
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Tabel 3 Pengetahuan, persuasi, keputusan dan implementasi masyarakat Sumber Agung terhadap 

peraturan di Tahura WAR

Satuan Tahura HKm Pencabutan HKm Pengelolaan Kolaboratif 

pengetahuan tahu 
tidak 
tahu 

tahu 
tidak 
tahu 

tahu 
tidak 
tahu 

tahu tidak tahu 

Orang 62 21 79 4 21 62 7 76 

% 74.7 25.3 95.18 4.82 25.3 74.7 8.43 91.57 

persuasi positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif 

Orang 40 43 80 3 1 82 4 79 

% 48.19 51.81 96.39 3.61 1.2 98,80 4.82 95.18 

Keputusan menerima menolak menerima menolak menerima menolak menerima menolak 

Orang 36 47 79 4 0 83 2 81 

% 43.37 56.63 95.18 4.82 0 100 2.41 97.59 

Implementasi ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak 

Orang 73 10 73 10 0 83 0 83 

% 87.95 12.05 87.95 12.05 0 100 0 100 
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Tabel 4 Penerapan delapan prinsip desain Ostrom (1990)
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